[ SALINAN ]

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional
Sekolah /Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom di Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2018
tentang Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Di
Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun
2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor 1 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya
disebut Juknis BOSDA Tahun 2022 merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Sorong dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam penggunaan
dana BOSDA Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Juknis BOSDA Tahun 2022 disusun dengan tujuan agar :

a. penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan
wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif dan efisien; dan

b. pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib
administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari
penyimpangan.

Pasal 3
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSDA

Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Alokasi dana BOSDA untuk setiap sekolah /madrasah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya

ARU,SH.M.Si
(IV/a)
NIP.19781122 200312 1 007




